BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan atas penyelesaian permohonan
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi Wajib Pajak dengan
persyaratan tertentu yang permohonannya masuk mulai tanggal 1 Januari 2023
sampai dengan 31 Mei 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Prosedur penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan yang selama ini
dilakukan di KPP Pratama Purwokerto secara umum sudah sesuai dengan yang
diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-301/PJ/2021.
Terkait dengan SOP, hanya terdapat sedikit perbedaan di tahapan awal dan
tahapan akhir. Di KPP Pratama Purwokerto, monitoring lebih bayar dilakukan
pelaksana Seksi Pelayanan untuk kemudian dicetakan halaman induk SPT untuk
disposisi. Pelaksana Seksi Pelayanan tidak membuat daftar nominatif, namun
sebagai pengawasan data SPT lebih bayar direkam di dalam worksheet. Semua
hal tersebut dilakukan agar prosedurnya lebih efisien dan lebih mudah
didisposisikan kepada fungsional asisten penyuluh pajak. Perbedaan selanjutnya
ada pada pencetakan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak dan pencetakan
nota dinas usulan pemeriksaan, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto
yang mencetak surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak dan nota dinas usulan
pemeriksaan adalah fungsional asisten penyuluh pajak. Hal tersebut
menunjukkan bahwa SOP masih belum sesuai dengan sistem ada.

2. Penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan di KPP Purwokerto sudah
sesuai dengan asas keadilan, KPP Pratama Purwokerto telah menyelesaikan
seluruh permohonan yang masuk tanpa terkecuali. Hal tersebut berarti semua

Wajib Pajak yang memenuhi syarat berhak mengajukan permohonan dan
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ditindaklanjuti permohonannya secara adil. Adapun hasilnya, tergantung dari
hasil penelitian yang tata cara penelitiannya telah diatur dalam perundang-
undangan.

. Penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan di KPP Purwokerto sudah
sesuai dengan asas efisiensi, penyelesaian permohonan pengembalian dengan
penelitian dapat mengurangi biaya dan sumberdaya untuk kegiatan pemeriksaan
yang prosedur nya lebih panjang dan waktunya yang lebih lama. Pengembalian
pendahuluan akan dapat menimbulkan kerugian pada negara jika tidak
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Di KPP Pratama Purwokerto sudah tidak
melakukan analisis risiko lagi untuk penerbitan SKPPKP.

. Penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan di KPP Purwokerto sudah
sesuai dengan asas kesederhanaan, proses pengembalian pendahuluan merupakan
proses yang sangat sederhana yang dapat meringankan beban fiskus. Fiskus
hanya perlu meneliti data-data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT
melalui sistem yang tersedia. Wajib Pajak pun memperoleh kemudahan karena
tidak perlu memberikan dokumen-dokumen yang banyak seperti halnya jika
diperiksa.

. Penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan di KPP Purwokerto sudah
sesuai dengan asas kepastian hukum, adanya jangka waktu penyelesaian yang
diatur dalam perundang-undangan menjadi bukti bahwa Wajib Pajak diberikan
kepastian hukum kapan permohonannya akan ditindaklanjuti. Sehubungan
dengan perbedaan tata cara penelitian bukti pemotongan atau bukti pemungutan
dan belum diaturnya penelitian atas kesalahan pencantuman unsur-unsur dalam
SPT, KPP Pratama Purwokerto memilih jalan tengah untuk menggabungkan tata
cara penelitian dari dua peraturan dan tetap melakukan koreksi jika terjadi
kesalahan. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum mengenai

jumlah lebih bayar yang dikembalikan.
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B. Saran

Walaupun secara umum penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan di
KPP Pratama Purwokerto telah sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan perpajakan
di Indonesia, untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik di masa depan, berikut ini
saran yang diberikan.

1. Direktur Jenderal Pajak harus memberikan penegasan terkait dengan perbedaan
tata cara penelitian yang ada agar terdapat keseragaman dalam menyelesaikan
permohonan pengembalian pendahuluan dari Wajib Pajak. Jika memang
dilatarbelakangi dengan semangat kesederhaan dan kemudahan, maka tata cara
yang ada di SE-10 dapat diterapkan. Fungsional penyuluh pajak cukup meneliti
apakah pemotong telah melapokan SPT pada masa pajak tersebut. Hal tersebut
selain untuk kesederhaan juga untuk melindungi hak Wajib Pajak yang
sebenarnya memang telah dipotong oleh pemotong.

2. Direktur Jenderal Pajak harus memberikan penegasan dan penjelasan mengenai
tindak lanjut ketika terjadi kesalahan pencantuman beberapa unsur dalam SPT,
apakah perlu dilakukan koreksi atau tidak. Selain untuk keseragaman, hal
tersebut dilakukan agar tidak terjadi kerugian negara dan memberikan kepastian
hukum kepada Wajib Pajak terkait jumlah pengembalian.

3. Direktur Jenderal Pajak diharapkan dapat memunculkan kembali aturan
mengenai penggunaan analisis risiko dalam memberikan pengembalian
pendahuluan kepada Wajib Pajak agar tidak terjadi kerugian negara.

4. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat terus mempertahankan kinerja yang
sudah baik, agar pelayanan yang diterima Wajib Pajak dapat tetap terlaksana
dengan baik, misalnya dengan pembuatan portal bagi Wajib Pajak untuk

mengakses informasi proses pengembalian pendahuluan yang sedang diajukan.
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